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ABSTRAK

Kepolisian Megara Republik Indonesia memiliki kewenangan yvang sangal luas
dalam menepskan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarokal, Togas
keepolisian terscbut tidak dapat dilakukan hanva mengandalkan peraturan perundang-
undangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam prakuil
penegakannyva selalu tergantung pada konteks masyvarakatnya, Oleh karena itu Polisi
diberi kewenanpan melakukan diskresi Kepolisian, vakni sebuab konsep pemberian
otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangin hatt nuram polist yang
sedang bertugas ataupun pertimbangan institust Kepolisian. Dalam kasus narkotiks
vang saat ind peredarannya semakin marak dan modus operandinya vang semakin
berggam, polisi dituntut mengembangkan strategt penegakan hukemnya sendir
SMamun. dikalik ity perlu juga adanya suate bentuk pengawasan dan pengendalian
tindakan pemolisian  terschbut  agar bisa mengurangi Kemungkinan  terjadinya
penyalabgunaan diskrest, supayva dampak negatif dari pelaksanaan diskres: it tdak
mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kemerosotan wibawa
polisi. Berdasarkan hal tersebut di atasdapot dicmuskan permasalaban seagai berikur,
Pertamrg, Boapoimana beotuk penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana
narkotika di wilayah hukum Poliahes Padang, Kedua Bagaimana pertangpungjawaban
secara hukum terhadap penggunaan diskresi oleh penyidik dalam penyidikan tindak
pidana narkodika, Aeffoa, Apa saja kendala dart penyidik dalam menerapkan diskresi
inl. Tipe penelitian ini adalab dalam mang lingkup deskriptif dengan metode
pendekatan vang digunakan adalab pendekatan vang bersifat vundis  sosiologis
isociologival research), maksudyva pendekatan masalab melalui penelitian hukuam
denpan melibat kenvataan hukum tersebut dalam praktek.

Berdasarkan hasil penelition dan pembohasan maka dapat disimpulkan
Konsep diskresi belum sepenubnya dipahami oleh petugas polisi, yang mengakibatkan
keputusan vang diambil olel petugas kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
penvidikan tindak pidana parkotika, diskresi vang diterapkan oleh anggota polisi
dizebut  diskeesi individual sedangkan diskresi vang  dituangkan dalam  bentuk
peraturan teriulis disebur sebapgni diskeesi terserubiur atau diskresi institusiona.
Pertanggungjawaban sccara hukum lerhadap  pengeunean diskresi, dapat dilibe)
dengan adanva beberapa beptuk pengawasan dan pengendalian tugas Kepolisian
Kendala dalam menerapkan diskresi, antara lain ¢ faktor buroknya citra lembagpn
Kepolisian di mata masyarakat, fidak adanya kepastian hukom, sebingga masyvarakal
tidak menaruh kepercavaan vang dalam kepada aparat dalam mencgakan hukum
kKhususnya dalam menerapkan diskees.
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BABI
PENDAHULTLIAN
A Latar Belakang Masalah

Penegakan hukuem yang dilakukan aparat Kepolistan pada dasamnya bertujuar
untuk menciptakan keadilan dan ketertiban masvarakat, Sehagaimana vang lercanturn
dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, babwa
tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah:

L} Memilihara keamanan dan ketertiban masvarakat

23 Menepakkan hukum

3y memberikan  perlindungan.  pengavoman  dan pelavanan kepada

masvarakal,

Dalam melaksanaan tugas inilah aparat Kepolisian terikat dan wagth
menerapkan semua aturan hukum tanpa terkecuali kepada semua yang melanggar
Tugas dan kewenangan kepohsion bmk dalam pemndakan huekome dalam bentudk
represif (penanggulangan) maupun prevenil (pencegahan) didasarkan pada Undang-
undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang vang harus ditegakkan
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Fidana selanjutnya disinghkat dengan
KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP. Salab satu tugas menegakkan hukum
demi keadilan dan ketertiban it adalab pemberantasan tindak pidana narkotika
schagaimana vang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tabun 1997 tentang

Markotika.



Viengingat  kejahatan  narkotika merupakan  kejabalan yang  bersifal
transnasional vang dilakukan denegan menggunakan modus operandi yang cangpih
seperti menvelundupkannyva bersamaan dengan benda pos, paket atau kiriman lain.
dan dikemas dalam kapsul kemudian ditelan. Serta melibatkan janngan vang sangal
kompleks, mendunia dan juga merupakan kejahatan vang lerorganisic, dengan cars
lintas negars oleh penpedar-pengedar kelas intermasional. Kejahatan ini hukannya
makin berkurang malah semakin menjadi-jadi, di samping itu diperparah oleh faktor
vane mempengarvhi penegakan hukum 1w, seperti instrumen hukum, masyarakal dan
prakick orpan-organ Kepolisian itu sendini serta putusan pengadilan terhadap Kasos-
kasus narkotika. Oleh karena 1o perlu adanya suato langkah hukam dan politik untuk
memberaniasnyva, salah sulunyva diskeesi Kepolisian dapat dipertimbangkan mengis
kekuranpan atau Kelemahan tersebut.

Lliskresi Kepolisian dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan
vang diberikan oleh hukem kepada Kepolisian untuk melokukan suatu tindakan vang
sesuai dengan penilaian, pertimbangan atau hatl nuran institusi kepolisian atau
anpeota Kepolisian itu sendin. dari tindakan terendah sampal vang tertinggl, Dalam
konteks Kepolisian Indonesia.  pelaksanaan diskrest  didasarkan pacdda Retentuan
peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Kepolisian No.Z Tahun
2002 sebagaimana yvang telah disampatkan sebelumnya, tujuan Kepolisian terscbul
dijabarkan dalam tugas dan wewenang scbagai penegak hukum dan memelibara

ketertiban yang diatur dalam Pasal 13 dan T4, untuk 1o polisi berwenang melakukar

" Penjelasan Limum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1947 tentang Markotika



BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan urainn-uraian pada bab-heh sebelumnya dapat penulis 1arik

kesimpulan, antara lain ;

1.

Fepolisian Megara  Republik  Indonesia bertugas  mencgakan  hukum  dan
menjamin  keamanan serta keteriban masyarakat. Tugas it Gdak  dapat
dilakukan hanva dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan, karcna
Undang-undang hanyva memuat aturan pokok vang dalam prakicknva selalu
terpantung pada konteks  masyarakainya. Diskresi dapm dipertimbangkan
mengisi kekurangan atau kelemahan terschut. Diskresi merupakan  sebuak
kewenangan polisi dalam melakukan tindakan terdasarkan pertimbangan hat
nurani polisi vang sedang bertugas alaupun pertimbangan institusi kepolisian.
Diskresi dapat dilakukan secara individual (atas mistatiVpertimbangan anggota
polisi it sendir) maupun institusional fatas kebijakan pimpinan sty instiosi)
diskresi Ini juga dischut diskresi terstruktur/diskresi administratif,  Konsep
diskress Belum sepenubnya dipahami oleh petugas rrhist, yang menzakibatkan

kepuinsen vang diambil oleh petugas kurang dapat dipertangoungjawabkan,

Dalam peswsdiisn tindak pidana narkoiika, diskres; dapat terlihat  dalam
MEnSiSMom Sex-c=m berhubungan dengan informan, menctapkan  tcknik
pemborpolss. pemesmmss wang  pancingan, Pengeunaan: senjata api,  dan
sehagasys
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